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1. Pasal 18 aya: (()) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Inclnnc;,in Tahun 1945; 

2. Undang-Undnng Nornor 8 Tahuu 1981 tentang Kitab 
Undannt '1H!i~ni-1. ! l ukum Acara Pidana (Lembaran 
Ncgar~1 R<:pttl)!ik '.ndoncsia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tam ba hrn 1 l .c rn l;.; i ran Negara Repu blik Indonesia 
Nornor 1'~~()<)); 

3. Undang-Undaru; l+omor 32 Tahun 2004 tentang 
Perncti nl.al i.u: lJ;wrah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Norno: 12!), Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 44:n) scbagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lein baran Negara Repu blik Indonesia N omor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang--lJndang Nomcr 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lint.as dan Angkutan .Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 5025) ; 

Mengingat 

a. ba.hwa , 1n t~, k rnclaksanakan retribusi trayek 
sebagairna nn di<:1tur dalam Pasal 141 huruf d jo 
Pasa1 156 nyn.t ( l ] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 ten 1 a11 g Pnj n k Daerah dan Retribusi D aera h, 
di te tap ka n cl c n i r,;111 Pera tu ran Dae rah; 

h. ba hwa lwrdn:--;1nl-::m pert.imbangan sebagaimana 
dirnn ks ud rhL'.n! huruf a, per lu menetapkan 
Pcra tur a n ]):wrnh tc ntarig Retribusi Izin Trayek; 

Menimbang 

WALH{OTA Gf.1NUr·JGSYTOLI, 

DEl\lGAN RAHM.AT TUHA 'f. YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI IZIN TRA YEK 

TENTANC 

PERATURAN DAER.AH K.OTA GUNUNGSITOLI 
NOMOR 10 TA ·-UN 2012 
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6. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara R.epublik Indonesia Tahun 2011 
Nornor 82, Ta rn bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor !::>234); 

8. Peraturan Pernerin tah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah tentang 
Perubahan atas Pcraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang­ 
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5145); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3529); 

10. Peraturan Pemerin tah N omor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara 
Pemerintah, Pernerirrtah Daerah Provinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737): 

11. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, 'I'ambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 
tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5229); 

13. Peraturan Pernerin tah Nomor 55 Tahun 2012 
tentang Kendaraan [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan 
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5317); 

14. Peraturan ·Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 
Tahun 2011 ten+ang Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli; 



Dalam Peraturan Daerah ini, yang 'dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Ko ta Gunungsitoli. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan 

Pemerintahan olch Pemerintah Daerah dan DPRD 
meriu rut asa s otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah. 

4. W alikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan 
Daerah. 

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan 
Kota Gunungsitoli. 

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang Retribusi Daerah sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

3. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Gunungsitoli. 
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, 

adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

10. Badan adalah sekurnpulan orang dany atau modal 
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perscroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lairmya, Sadan U saha Milik Negara atau 
Daerah dengan narna dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
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Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK 
Menetapk:an 

MEMU'fUSK.AN : 

WALIKOTA GUNUNGSITOLI 

dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI 

Dengan Persetujuan Bersama 



perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, berrtuk usaha tetap, dan bentuk badan 
lainnya. 

11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk 
pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan 
yang mernpunyai a.sal dan tujuan perjalanan tetap, 
lintasan tetap · dan jadwal tetap maupun tidak 
terjadwal. 

12. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu sesuai kewenangannya 
termasuk izin insidentil, izin khusus dan izin 
operasional. 

13. Izin Tidak Dalam Trayek adalah pemberian izm 
kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyediakan pelayanan angkutan penumpang pada 
suatu wilayah yang pengoperasiannya tidak tetap, 
tidak teratur dan tidak terjadwal. 

14. Izin Insidentil adalah pemberian izm kepada 
pelayanan angkutan penumpang umum yang telah 
memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan 
menyimpang dari izin trayek yang dimiliki. 

15. Izin Khu sus adalah pemberian izin kepada angkutan 
penumpang barang untuk mengangkut penumpang 
dengan pertimbangan ra.sio kendaraan bermotor 
untuk angkutan orang, kondisi geografis dan 
prasarana jalan yang belum memadai serta harus 
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang 
diberikan dengan buku uji. 

16. Izin operasional adalah pemberian izin kepada 
pelayanan pcnurnpang umum dengan menggunakan 
Angkutan Urrruru. 

1 7. ~ Kartu Pengawasan adalah turunan dari Keputusan 
Izin Trayek chm atau izin Operas: bagi setiap 
kendaraan yang bcrsangk:utan. 

18. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau 
· barang dari suat.u tempat ke tempat lain dengan 
menggunakan kendaraan. 

19. Angkutan Dalam Trayek adalah angkutan 
pen um pang pad a suatu wilayah yang 
pengoperasiannya tctap, teratur dan terjadwal. 

20. Angkutan Tidak Dalam Trayek adalah angkutan 
pen um pang pad a suatu wilayah yang 
pcngoperasiannya t.idak tetap, tidak teratur dan 
tidak terjadwal. 

21. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari suatu 
tempat ketempat lain di dalam daerah kota dengan 
menggunakan mobil bus umum dan atau mobil 
penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap 
dan tera.tur at.au tidak dalam trayek tetap dan 
teratur. 

22. Angkutan Ferdesaan adalah angkutan dari satu 
tempat ke tcrnpat lain dalam satu daerah 
Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota 
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yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten 
dengan mempergunakan mobil bus umum atau 
mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 

23. Angkutan Khusus adalah setiap kendaraan 
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh 
umum mengangkat orang untuk keperluan khusus 
atau mengangkut barang-barang khusus. 

24. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak 
dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau 
kendaraan tidak bermotor. 

25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada 
kendaraan itu. 

26. Peruntukan kendaraan bermotor adalah kendaraan 
bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai 
dengan rancangan teknis penggunaannya. 

27. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang 
susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, 
karoseri, pemuatan rancang teknis kendaraan 
seauai peruntukannya, ermsi gas buang, 
penggunaan, penggandengan dan penempelan 
kendaraan berrnotor. 

28. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi 
suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar 
terjaminnya keselamatan dan kebisngan 
lingkungan pada waktu dioperasikan di ja lan. 

29. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan 
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh 
umum dengan dipungut bayaran. 

30. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan 
yang menyediakan jasa angkutan orang dengan 
kendaraan umum di jalan. 

31. Mobil penumµang adalah setiap kendaraan 
bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyakn.ya 8 

· (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat 
duduk pengemudi, baik dengan rnaupun tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi. 

32. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis Mobil 
penumpang yang diberi tanda khusus dan 
dilengkapi dengan argometer, dan/atau tidak 
dilengkapi dengan argometer dengan ketentuan 
dilengkapi sebanyak-banyaknya 5 {lima) tempat 
duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi. 

33. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan 
rnenggunakan mobil penumpang umurn yang diberi 
tanda khusus clan dilengkapi dengan argometer 
dan/atau tidak dilengkapi dengan argometer yang 
melayani angkutan dari pintu kepintu dalam 
wilayah 'operasi tidak terbatas. 

34. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dilengkapi Iebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 
25 (dua puluh lirna] tempat duduk tidak termasuk 
tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun 
tanpa perlengkapan bagasi. 

35. Mobil Mini Bus adalah setiap kendaraan bermotor 
yang dilengkap. sebanyak-banyaknya 9 [sernbilan] 

5 



Objek Retribusi lzin Trayek adalah pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan 
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Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi 
atas pemberian izm untuk usaha menyediakan 
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu. 

Pasal 2 

BAB II 
NA.."f\'IA, OBJEK DAN SUBJEK 

sampai clengan 16 (enam belas) tempat duduk tidak 
termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan 
maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi. 

36. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek 
yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan 
angkutan orang. 

37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat 
disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib 
Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran 
atau penyetorar. Retribusi yang terutang ke Kas 
Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang 
ditetapkan oleh Walikota. 

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat 
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi 
yang menerrtukar: besarnya pokok Retribusi. 

39. Surat Ketetapan Retribuei Daerah Lebih Bayar yang 
dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan 
Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran Retribusi karena jumlah kredit 
Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang 
terutang atau tidak seharusnya terutang. 

40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan Retribusi dan / a tau sanksi administrasi 
berupa bunga dan/ atau denda. 

41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan 
menghimpun dan mengolah data, keterangan, 
dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif 
dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban retribusi daerah dan/ atau tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah. 

4 2. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah 
· adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana di bic!ang retribusi daerah serta menemukan 
tersangkanya. 
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( 1) Pelayanan angku tan orang dengan kendaraan 
bermotor umum terdiri dari : 
a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor 

umum dalam trayek; 
b. angkutan orang dengan kendaraan bennotor 

umum tidak dalam trayek. 
(2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan 

Bermotor Umum sebagai mana dimaksud pads ayat 
( 1) huruf terdiri dari : 
a. angkutan perkotaan; 
b. angkut an pedesaan. 

Pasal 6 

BAB IV 
JENIS PELAYANAN ANGKUTAN ORANG 

(1) Setiap trayek pelayanan angkutan umum di 
Daerah adalah jaringan trayek yang ditetapkan 
melalui Peraturan Walikota. 

(2) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan 
kegiatan angkutan dalam trayek tetap dan teratur 
harus mendapat izin terlebih dahulu dari Walikota 
melalui Dina s Perhubungan. 

(3) Setiap pemegang izin trayek baru, izin operasional 
ba.ru , wajib me lakukan pendaftaran, perpanjangan 
ulang setiap 2 (d'ua) t.ahun sekali. 

( 4) Pengurusan izin in send en til bersifa t kondisional. 
(5) Pengurusan kartu pengawasan dilakukan setiap 1 

(satu) tahun sekali. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, jenis dan 

syarat-syarat izin trayek diatur dengan Peraturan 
Walikota. 

Pasal 5 

BAB III 
KETENTUAN IZIN T:8AYEK 

( 1) Subjek Retribusi lzin Trayek adalah orang pribadi 
atau badan yang mendapatkan izin trayek. 

(2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk 
pemungut atau pernotong Retribusi Izin Trayek. 

Pasal 4 

pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 
beberapa trayek tertentu. 
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Kapasitas Besarnya 
No. J enis Angku tan Tarif Keterangan Tempat Duduk (Rp.) 

--- 

I Angkutan Dalam Trayek 

Mobil Penumpang 300. ooo I Untuk a. 5 Tahun Penisahaan 1 s/d 9 Orang 100.000/ Untuk Per-Unit Kartu Pengawasan 1 Tahun Kendaraan 

( 1) Struktur dan besamya tarif Retribuei Izin Trayek 
ditetapkan sebagai berikut : 

Pasal 10 

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 
retribusi izin trayek adalah untuk biaya survei, biaya 
administrasi, biaya pembinaan, biaya pengendalian clan 
biaya pengawasan. 

Pasal 9 

BAB VII, 
PRINSIP STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur dan 
ditetapkan berdasarkan klasifikasi kendaraan, jumlah 
tempat duduk, jenis dan jangka waktu perizinan. 

Pasal 8 

BAB VI 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JAElA 

Retribusi lzin Trayek termasuk golongan Retribusi 
Perizinan Terten tu. 

Pasal 7 

BABV 
GOLONGAN RETRIBUSI 

(3) Angkutan orang dengan Kendaraan Bennotor 
Umu:m Tidak dalam Trayek sebag3..imana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari : 
a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi; 
b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu; 
c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; 
d. Angkutan orang dikawasan tertentu; 
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·-·--- 
25.000/ Untuk Per-Unit Izin Insidentil 

1 x Perialanan Kendaraan -·------··-- --------------·----·--- 
400.000 I Untuk b. MobiJ Mini Bus 5 Tahun Perusahaan 

·- 
150.000/ Untuk Per-Unit Kartu Pcngawasan lOs/d 160rhng 1 Tahun Kendaraan -···--·--- 

35.000/ Untuk Per-Unit Izin Insidentil 1 x Perialanan Kendaraan 
Untuk soo.ooo I c. Mobil Bus 5 Tahun Perusahaan 
Untuk Per-Unit 17 s/d 25 200.000 I Kartu Pengawasan Orang 1 Tahun Kendaraan 
Untuk Per-Unit 55.000/ Izin Irrsideritil 1 x Perialanan Kendaraan -- 

750.000 I Untuk d. Mobil Bus 5 Tahun Perusahaan 
Untuk Per-Unit 300.000 I Kartu Pengawasan > 26 Orang 1 Tahun Kendaraan 

150.000/ Untuk Per-Unit Izin Insidentil 1 x Perialanan Kendaraan ·- 

II Angkutan Tidak Dalam Trayek yang diberi Izin Operasional 

1.000.000/ Untuk a. Taxi 5 Tahun Perusahaan 
.. 

Untuk Per-Unit 200.000 I Kartu Pengawasan 1 Tahun Kendaraan 
500.000/ Untuk b. Mobil Uritu k Sekolah 

Mengemudi 5 Tahun Perusahaan -- - 
75.000/ Untuk Per-Unit Kartu Pengawasan 1 Tahun Kendaraan 

Untuk 
'----~----- 

300. 000/ b. Mobil Penumpang 5 Tahun Perusahaan - 1 s/d 9 Orang 100.000 I Untuk Per-Unit Kartu Pengawasan 1 Tahun Kendaraan 
--- 

Untuk 
•. 

400.000 I c. Mobil Mini Bus 10 s/d 16 5 Tahun Perusahaan 
Untuk Per-Unit Orang iso.ooo I Kartu Pengawasan 1 Tahun Kendaraan 

600.000 I Untuk 
d. Mobil Bus 17 s/d 25 5 Tahun Perusahaan 

----·--------- Untuk Per-Unit Orang 200.000 I Kartu Penga wasan 1 Tahun Kendaraan 
Untuk '------·------------- 

750.000 I 
e. Mobil Bus 5 Tahun Perusahaan 

> '.26 Orang 300.000 I Untuk Per-Unit ----·-- 

Kartu Pengawasan I ___________ J 1 Tahun Kendaraan _______________ ...._______ ... . 

f. Becak Dayung 
------------- -· so.ooo I Untuk Per-Unit Kartu Pengawasan - 1 Tahun 

300.000/ Untuk 
g. Becak lJiesin 5 Tahun Perusahaan 

·- 100.000 I Untuk Per-Unit ~-------~ 

Kartu Pengawasan 1 Tahun Kendaraan -- -··· --- -- -~-------- . 

III Angkutan yang d iberi Izin Khusus 
~ -------- ---- ---- ----- --- 35.ooo I Untuk Per-Unit 

a. Pick Up 1 s/ d 15 Orang lx Perialanan Kendaraan 
--------·····--------- zs.ooo I Untuk Per-Unit 

b. Tr'uck h Roda Keatas > 15 Orang Ix Perialarian Kendaraan 
- - ----~---- ----------·-------~------ .___ -- ----- 



lO 

Pemanfaatan dn ri pcncrirnaan rnasing-masing jerus 
retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang 
berkaitan langs ung dcnrT,an penyelenggaraan pelayanan 
yang bersangku In r.. 

Pasal 14 

HABXI 
PEMANFAA.1'AN DAN tNSENTIF PEMUNGUTAN 

( J) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD 
a.tau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana 
dimaksud prvda 8Y8.t ( 1), dapat berupa karcis, kupon 
dan kartu langganan. 

(3) Hasil pungut an rct.ribusi sebagaimana dimaksud 
dalam aya t (I} d isetor ke Rekening Kas Umum 
Daerah Kata Guroingsitoli. 

Pasal 13 

BAB X 
TATA CARA pgMUNGUTAN 

Wilayah pernungu tan retribusi izm trayek · adalah di 
wilayah Daerah. 

Pasal 12 

BAB IX 
\VILAY.AH PEMUNGUTAN 

T~etribusi terutang dalarn masa retribusi terjadi pada saat 
izin trayek dikelua rkan dengan jangka waktu yang 
lamanya sebagai bcrikut : 
a. Izin Trayek lama nyr) 5 (lima) Tahun; 
b. Izin Operasional lamanya 5 (lima) Tahun; 
c. Izin Insidenti1 berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan 

maksimal 11 [crnpat belas) Bari; 
d. Kartu Perigawas an Izin Trayek Iamanya 1 (satu) 

Tah'un; 
e. Izin Kh uaus berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan 

maksirnal 14 tcrnr:,n t bclas) Hari; 

Pasal 11 

BAB VIII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG 



( l) Tanggal jatu h tern po pembayaran dan penyetoran 
retribusi yang ter u tang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari setelah sau t rctribusi terutang. 

(2) Dalam hal-hal tertentu atas permohonan Wajib 
Retribusi ~-;ctelH h memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dnp:-t! rncmberikan persetujuan kepada 
Waiib Rc1-.rih1.1si u11Luk mengangsur atau menunda 
pembavaran rctrihuai dengan dikenakan bunga 
sebe sar 2°/c} td u.: perscn) setiap bulan. 

(3) Persetujuan atas permohonan Wajib Retribusi 
sebagairnana rlimakaud dalam ayat (2), diberikan 
oleh Walikot.a rnelnlui Kepala Dinas Perhubungan. 

(4) Ketentuan lcbib lanjut mengenai tata cara 
pcmbayaru.. 11·rnpat pembayaran, penundaan 
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Pasal 18 

RAB XIII 
TATA CARA PEMUAYARAN/PENYETORAN, 

AiiGSURAN. DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN 

ndrniniatr.mi [)!'l 1n:;1 f:;q1ga sebesar 2<~,,o (dua persen) 
:'.chnp h·11H;, d:\:; 1··, 

·.,1 '.'?D retribusi yang terutang yang 
ticL1k aL;1u L11: :·.u l1r1-var dan ditagih dengan 
mcnggunnkau : : .. f.i-' 1: 

membayar tepat 
d ike uakan sarik si 

Dalarn hal w.uil: :Tl! ibusi tidak 
1v~1.ktun.yn :1ir11-1 l: :. , · :1 r,' · me mbayar, 

Pasal 17 

Jtf\.B XII 
!·,}... N Kfl r: l DMINISTRASI 

1. Instansi yarn; melaksanakan pemungutan retribusi 
dapat di beri in seritif atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu. 

2. Pember1an in~.;cnhf sehagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditct.apkan melalui Anggaran Pendapatan 
Dan Belarija Dacra h . 

. 3. Ketentuan lcbih lanjut mengenai tat.a cara 
pemberian clan pcrrianfaatan intensif sebagaimana 
dirnaks ud pacla avat (1), diatur dengan Peraturan 
Walikota dcngan berpedoman kepada Peraturan 
Pemeri n ta h. 

Pasal 16 

Ketentuan lebih lrnju t mengenai alokasi pemanfaatan 
penerimaan retribu si sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14, ditetapkan dcngan Peraturan Walikota. 

Pasal 15 
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(1) Da1am hal Wii_iih l;,>r·tribnsi tidak mcmbayar tepat 
pada wakturivn r1Jnu kurang membayar, dikenakan 
sarik si rv!rnini::I rn! if berupa bunga sebenar 2% (dua 
pcrscn) !~cli:11· h1;l:i:1 dan retrib usi yang tertrtarig 
y~mg t id.ik :,i,, i 111 rng dibayar dan ditagih dengan 
mcnggun;1l·:1;1, · l 

(2) Pengchtarr:n '.'._1rn1i tcguran/peringatan/surat lain 
yang scjcni·: ::r~h:11~.:1i awal tindakan pelaksanaan 
pcnagihnn rel i·i.l n 1;:i dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak 
jatuh tcrnj». n1·rr1.ll;lv:1n1n. 

(3) Dalarn jnn '1 '-'/:1l::11 7 (tujuh) hari setelah tanggal 
surat 1cgurnn lh't\i1gatan/ surat lain yang sejenis, 
Wajib E'ctrilr 1:-;i l ,:1rus meluriasi retribusi yang 
tcn1tnnr1:. 

(4) Surat tcgurnll/pu111gatan/surat la in yang sejenis 
scbar,;airn,w:., dirwi L ~ud dalam aya t (l) pa sal ini 
dikeluarkan nlc·li rwjabat yang ditunjuk. 

{;-;) Kcteruua n !,·\ )il, 'l'-1 qjut .nengenai bcntuk, isi, dan 
ta ta ca ni t )I, ff/ i m paran STRD se bagaim ana 
d ima.k aud p:1d:1 ayat (l) dan surat 
tcgur;::m/pcrin;:~:1L1i, s urat lain yang sejertis 
scbagain1;:1.m1 i:\1111 \:·:.ud pada ayat (3), diatur dengan 
Peratu ran v\T{tlik(,t.1. 

Pasal 20 

BAB XV 
TATi\ CARA PENAGIHAN 

( 1) Walikota dapat memberikan pengurangan, 
keringanan da n pcrnbebasan retribusi. 

(2) Pengur ango u, ke r inganan clan pembebasan 
sebagairna n» chn1,·\k::;ud dalam ayat (1) diberikan 
dengan me rnperh atikan kemampuan Wajib 
Retribusi. 

(3) Ketentuan Ie hih lanjut mengenai tata cara 
pengurangan, kcringanan dan pembebasan 
retribusi, din tur denp;an Peraturan Walikota. 

Pasnl 19 

BAB XIV 
PENGURANGAN> KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

RETRJBUSI 

pernbayaran rctrilrusi, diatur dengan Peraturan 
Walikota 



(1) Pcnagihan Rctribusi, kadaluwarsa setelah 
mclampaui ,~rngkrl waktu 3 {tiga) tahun terhitung 
seja k s;\d! tn,;t ,;-·gnya retribusi, kecuali apabila 
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Pasal 24 

BAB XVI 
i~Ai)ALUWARSA 

( 1) Pengembalian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 d ilak uka}. dcnffcln menerbitkan Surat Perintah 
mernbayar kelcbihun rctribusi. 

(2) Atas perb iu.mgan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, ditcrbitkan bukti pemindah bukuan yang 
berlaku juga scbag;\i bukti pernbayaran. 

Pasal 23 

(l) Dalam ha! kclcbih an pembayaran retribusi yang 
rnasih t cr s isa sctelah dilakukan perhitungan 
scbagairnana d imu k s ud dalam Pasal 17, diterbitkan 
SKRDLB rrnling larnbat 2 (dua) bulan sejak 
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran rct: ibusi. 

(2) Kelebihan pembavaran retribusi sebagaimana 
dimaksud da larn ayat (1) dikembalikan kepada 
Wajib Rctribus! pn ling lambat 2 (dua) bulan sejak 
diterbitkan ~~KRDLB. 

(3) Pengcmba lia n kr lcbihan pembayaran retribusi 
dilakukan sctcla h lewat waktu 2 (dua) bulan sejak 
diter bi tkan nvn ~;J<RDLB, Walikota memberikan 
irnba la n bunga. )% (dua persen) sebulan atas 
keterlam ha Lt n pcm hayaran kelebihan retribusi. 

Pasal 22 

(l) Waj ib f~ct.rihusi lia ru s mengajukan permohonan 
sccara tcrr ulir kcprida Walikota untuk perhitungan 
pengembalian kclcbihan pembayaran retribusi. 

(2) Atas da sa ·· pcrrnnhonan sebagaimana dimaksud 
dalam aya t (I) a tas kelebihan pernbayaran retribu si 
dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu 
dengan utnng rctrihusi dan atau sanksi administrasi 
berupa buripn olch Walikota. 

(?») Atas permohonnn sebagaimana dimaksud dalarn 
ayat (2) yang bcr liak atas kelebihan pembayaran 
tersebut: dapat diperhitungkan dengan pembayaran 
retribusi sclrniur.nvn. 

BAB XVI 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 

PEMilA Y ARAN RETRIBUSI 
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( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus 
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak p1d;:_ina dih,dang Retribusi Daerah. 

(2) Periyid ik schaga1rnana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pcjabrt pegawai negeri sipil tertentu di 
lingkungan perne rintah daerah yang diangkat oleh 
pejabat ya11p, berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

BAB XIX 
PENYIDIKAN 

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 
ketentuan dalam Pera tu ran Daerah ini secara teknis dan 
operasional ditugaskan kepada Kepala SKPD yang 
membidangi perhubungan. 

Pasal 26 

BAB XVIII 
KETENTUAN P~NGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

(1) Piutang Rc tiibusi yang tidak mungkin ditagih lagi 
karcnn h ak unt.ql'. melalcukan pcnagihan sudah 
kada luwar sa d f1 pH t dihapus. 

(2) Walikot« rn1:1;··t,1r,kan keputusan penghapusan 
Piutarig F~drih1 :si liaer ah yang sudah kadaluwarsa 
sebagairn;-H):• di:n:1! sud dalam aya t (1). 

(3) Ketcn t.uan \cbih lanjut mengenai tat.a cara 
perigh apu sa n pi: itang retribusi yang sudah 
kadaluar sa, d iat.ur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 25 

BAB XVII 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSl 

~lANct RADALUWARSA 

Waj~b R.etdhusi rnelakukan tindak pidana dibidang 
retrib'us i. 

(2) K.adaluwarsa penagih.an retribusi sebagaimana 
dimak sud dalam ayat (1) tertangguh apabila: 
a. diterbitkan sur at teguran dan surat paksa 

atau; 
b. ada pcngakuan utang retribusi dari wajib 

re tri b usi baik langsung maupun tidak 
langsung. 



Waiib Ret.rihusi yang tidak melaksanakan kewajiban 
sehingga rnc:·ugika;1 keua.ngan daerah diancam 
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( 1) 

Pasal 28 

BAB XX 
KI~TJ'i;NTUAN PIDANA 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dirnaksrid clalam 
ayat (1) adalah : 
a. Mener ima, mencari, mengumpulkan, clan 

meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tiridak piclana clibidang Retribusi 
Daer ah ; 

b. Mcnclit.i. mencan, dan mengumoulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau badan 
ten tang kc bcnaran perbuatan yang dila.kukan 
sehu bun ga n dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

c. Mernin ta ketcrangan dan bahari bukti dari 
orang pr ibad i atau badan sehubungan dengan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;: 

d. Merncr iks,a huku-buku, catatan-catatan, clan 
dolrurncri-do kurnen lain berkenaan dengan 
tindak ~)\dan,\ dibidang Retr ibusi Daerah; 

e. Mela kukan penggeledahan untuk mendapat 
baha n bukt; pcmbukuan, pcncatatan, dan 
dokurncri-dok umen, serta melakukan 
pc nvitaa n tcrhadap bahan bukti tersebut; 

f. l\kn1in1n hnntuan tenaga ahli dalam rangka 
pelnk~·;rirn,r,11 t.ugas penyidikan tindak pidana 
dihic!,1n1' !·:r't r.busi Daerah; 

g. Mcnvu1 uh bcr hcnti, melarang seseorang 
n1cni11r:vr1lk:111 ruangan atau tempat pada saat 
pcnv ri k s;1 ;1 i 1 sedang berlangsung dan 
rnemcriksr, identitas orang dan/ atau dokumen 
yang dih;n.v:1 sebagaimana dimaksud pada 
huru! c; 

h. l\ilcrno!ret '<1--·}eorang yang berkaitan dengan 
t in1 l ) l- ; :;: l ·: r : '· p,·'.trihusi Daerah; 

1. Men1 P1f1.Pii orang u n t.u k didengar 
ii.elf. ,11 J';i1:,w. ,_ dnn diper'iks» scbagai tersangka 
;_1l;11: : , ,1: :i, 

J. Meng! ifT11. i;<: \ 1. \ penyidikan: 
k. ~·Ach'·:11kn11 ,;ndakan lain, yang per1u untuk 

kclanc.uun pcnyidikan tinclak piclana dibidang 
Rctrihu~~i D:HTah m.enurut hukum yang dapat 
dip("-rt;i1·1gf!,t1111I.iawabkan. 

(4) Penyidik s~hnP:;1imana dimaksud pada ayat (1) 
memberirahukan dimulainya penyidikan dan 
menyarnpaik an basil penyidikannya kepada 
Perrun tut Umurn Penyidik Polisi Negara Republik 
Indonesia, se suui dengan ketentuan yang diatur 
dalam Uncicq1g--lJndang Hukum Acara Pidana yang 
berlaku. 
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LEMBAR\N DAERAH KOTA caJNlJJ\fCSfTOLT TAHON 2012 NOMOR 10 

Diundangkai di Utmungsitoli 
pada tangg8 l 17 Dc sern twr ?O l ~} 

MARTINUS LASE 

dto. 

·rv .i\l.,IKOT A GUNUNGSITOLI, 

l >i sa hkan di Gunungsitoli 
: ,:,da Langgal 17 Desember 2012 

memerintahkan 
mi dengan 

Dae rah Kota pen em pa tan ny n 
Gunungsi toli. 

Agar Sf~f iap 'lrnng mengetahuinya 
pc ngurida ngan Pcrd 1 uran Daerah 

1!(1l;:i.rn Lembaran 

Peraturan Dacrah n11 mulai berlaku pada tanggal 
cli und a n zka n . 

Pasal 31 

Ketcntuan lebih la njut mengenai teknis pelaksanaan 
Peraruran Dacr a h ini diatur dengan Peraturan Walikota. 

Pasal 30 

BAB XXI 
KETf~NTUAN PENUTUP 

Denda sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
merupakan pcncrirnann negara. 

Pasul 29 

pidaria kuruug.u, paling lama 3 (tiga) bulan atau 
denda paling ba ny ak 3 (tiga) kali jumlah retribusi 
terutang yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Tindak pidaria sc bagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) adalah pc!angg:1rnn. 
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Pa sal l 
Cu k 1 p ~}clas 

At is dasar pertimbangan dirnak aud perlu membcntuk Peraturan 
Daer ah .ota Ciunungsitoli tr.11t:1!1rr. Pt~trihusi lzin Trayek. 

Pe ne rint.nb Daerah dih,,.rii::1t\ kewenangan untuk melakukan 
p urigi.ita n retribusi periziria n tertcntu atas pemberian izin trayek 
se bagairran a diatur dalam PHs:ll l .,l 1 h uruf d Undang-Undang Nomor 
28 Ta hn 1 2009 tcntang Pajak [\'.n·r:!11 dari Retribusi Daerah. 

Peryelcriggaraan izin t ravck vang dilakukan oleh Pemerintah 
Daerah mcr upakan bentuk pcngarurnn dan pengawasan atas kegiatan 
pelayarun angkutan penumpang urnum yang dilakukan oleh orang 
pribadi .itau badan. Salah satn upaya untuk meningkatkan kualitas 
pelayarian kepada masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan 
izin trayck, termasuk izin in sidcn til, kepada orang atau badan sebagai 
penyelenggara perusahaan angkutan urnum. Pemerintah Daerah 
dalam rnngka pengcndalian pcnycknggaraan trayek, mengatur bahwa 
badan pcnyelenggara trayek h.rrua mcmerruhi persyaratan perizinan. 

1--L·l tersebut perlu d ila ku k.m dalam rangka mewujudkan 
penyelerggaraan trayek yang tertib , baik secara administrasi maupun 
secara t.knis , sehingga pelayanan trayek di Kota Gunungsitoli sesuai 
dengan fungsinya memenuhi aspek keandalan, kesehatan, 
kenyamanan dan kemudahan pcnggunaan serta sera si dan selaras 
dengan lingkungan. Ha] tcr scbu: scs uai dengan Pasal 173 ayat (1) 
lruruf a Undang-Undang Nornur 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Ari.-k ut.an .Jalan yang n:cngatui· bahwa perusahaan angl.utan 
um urn yang menyelerigga ra kn n a 11 gl, utan orang wajib merniliki izin 
penyelenggaraan angkutan oning cia larn trayek. 

Bcrdasarkan ketcntuan Undnng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
ten tang Pajak Daerah dan F~etribusi Daerah, pelayanan 
periyeler ggaraan izin trayck dclpat dikategorikan sebagai salah satu 
jenis pclayanan yang menjadi objek retribus! perizinan tertentu. 
Pelayarian yang diberikan o1eh Pcrncrintah Daerah berkaitan dengan 
pelayario n izin trayek ter scb'u t mcmbut.uhkan perari serta masyarakat 
melalui pembayaran retribusi at.a s pelayanan perizinan yang 
diperolei mya . Besaran rctriu-is: didasarkan pada tujuan untuk 
menutup sebagian atau se lu r ul: hiaya penyelenggaraan pemberian 
izin trav : k. 

UMlJM I . • 

PERATURAN DAERAH ROTA GUNUNGSITOLI 
NOMOR 1'0 TAHUN 2012 

1\TA.S 



18 

1 '.11! up .Jclas. 
Pn,,,\ I I I 

(' l JI u p , J f' l ;:-1 :~, • 

P::1s;-, l ! 1 
Cul up .Jelas. 

Pasal l :) 
Cul up .Je las. 

Pasal 1 '.· 
CuJ up .Jelas. 

Pasal 1 •3 
Cu} up .Jeias. 

PasaJ J 9 
Cuk up .Jelas. 

PasaJ 20 
Cul.up Jelas. 

Pasal 21 
Cur up ,Jelas. 

Pasal 22 
Cutup .Jelas. 

Pasal 23 
Cukup .Jelas. 

Pasal 24 
Cukup ,Jelas. 

Pasal 25 
Cukup Jelas. 

Pasal 26 
Cu ltip Jelas. 

Pa sal '27 
Cu i.up .Jclas. 

Pasal'.28 
Cu k up Jelas. 

Pasal29 

Pasal 2 
Cukup Jelas 

Pasal 3 
Cukup Jelas 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

Pasa15 
Cul· up .Ielas 

Pasal o 
Cul" up .Jclas 

Pasal 7 
Cu1 up .Jelas. 

Pasal P 
Cul up .Jcla s. 

Pasnl ci 

C u I up ,J el a s. 
Petsril l l 

C'u] up .Jelas. 
Pasal I I 

C'ul up .Iclas. 
Pasal 1 :. 

Cnl up .Ic la s 

• 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAER.AH KOTA GlJNUNGSITOLI NOMOR 16 

Pasal 30 
Cukup .Jelas. 

Pasal31 
Cuku p .Jelas. 

• 


